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SURAT KEFUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 /olo /01/DIKPORA/ 2021

TENTANC
FENETAFAN 17N PENDIRIAN SEKCLAH DASAR ISLAM QURANI (301Q)
DARUL MUSTHAFA NW DUSUN KENTO DARUL MUJAHIDIN
DESA GENGCOELANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMEOR UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN HEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang ¢ a  bahwa unmk meleksanalkan  ketentuan Peraturan
Menteri Pendidikar dan Kebudayaen Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2018 pasal 10 angka (3] huruf d dan
berdasarkan Perita Acara Rapat Penetapan Hasil
Penilainn Nomor: 421/061/01,/Dikpora/2021 tanggal 22
Januari Tahun 2021, menyatakan bahwa Sekolah Dasar
[slam Quriani (SDIQ) Darul Musthafa Dusun Kento Darul
Mujahidin  Desa (Genggelang Kecamatan Crangga
Kabupaten Lombok Lrara dipandang telah memenuhi
kriteria persvaratan untuk diberikan izin mendirikan
satuan pendidikan.

b. bahwa untuk kelancaran adminiztrasi dan pembinaan
serta memberikan kewenangan kepada Sekolan Desar
Islam Qur'ani ($21Q) Darul Musthafa Dusun Kento Darul
hMujahidin Desa Cenggelang Kecamatan CGangpga dalam
melaksanakan kegialan prores layanan penvelenggaraan
pendidikan jenjang pendidikan dasar, dipandang periu
menerbitkan Surat Kepulusan tentang Penetapan lzin
Pendirian Pendidiken 3ekolah Dasar lslam Quriani
[SE Darol Musthafa Dusun Kento Darul Muahidm
Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombox
Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagamana
dimaksud dalam hurof a, dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Diras Pendidiken Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapatn
izin Pendirian Pendidikan Sekalah Dasar [slam Quriani
{S3DIQ)| Darul Musthafa Dusun Kento Daral Mujahidin
Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok

Utara.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
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.
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Negara indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomeor 26 Tahun 2008 tenlang
Sermbentukan Pemerintan Kabupaten Lombok Utara di
Brovingi Nusa Tenggara DBarat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomar 4872,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang
Pemerintanan Daerah .{Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimarna
tplab diuhah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubanhan medua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernntalh  Daerak 'Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor 5679 ;
Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2016 tenlang
Angearan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 [Lembaran Negara Republk [ndanesia
Taun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran hegara
Republik Indonesia Nomor 5948);
Parasuran Pemernntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Qrandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Renublik Indonesia Nomor 4496) sebagalmlansa
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005
tentang Siandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negarta
Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nemor 5670);
Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737,
Peraruran Femerintah Nomor 48 Tahun 20058 tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarasn Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 20010 Momor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NomaoT 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidiken (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomar 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157,
Peraturan Pemerintah MNomor &1 Tahun 2010 teniang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
wviang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran MNegard
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149];
Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SBBY),

Peraturan Pemenntabh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Perigawasan Peryelenggaraan
Pemerintahan Daerah .({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah: Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minmmal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Lembaran
Negare Repubhik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15}
sebagaimana telah diubah dengan FPeraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang FPerubahan atas
Peraturan Presiden MNomor 14 Tahun 2013 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudavean (Lembaran
Megara Hepublk indonesia Tahun 2018 nomor 192}
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 195);

Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! ERepublik
indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
dan Prasarana untuk Sekeolah Dasar/Madrasah
Ibtidaival 13D/MI, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMF/MTs|, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Alivah [SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentarng Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008 tentang Pembinaan Kesiawaan; -
Peratiuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonsia Nomor 36 Tehun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan  Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaiyvah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomeor
62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada
Pendidikan Dasar dan Menengah:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

~ 63 Tehun 2014 tentang Kepramukaan sebagai

Eksirakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan



Menetapkan

KESATU

Fendidikan Menengah:

<3. Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudeyaan Nomor

i 73 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

26. Peraturar. Menteri Pendididikan dan Kebudayaan Nomor
160 Tahun 2014 tentang Pemberlakusn Kunkulum 2006
dan Kurikulum 2013;

27, Peraturan Menteri Pendjdikan dan Kebudavaan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik dan Satuar Fendidikan pada Pendidikan Dasar
dan Menengah;

<8, Peraturan Menteri Pendidikan Cen Kebudayean Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungen Sekolah
Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahurn 2016 Nomor 839);

29 Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayean Nomer
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

30, Peraturas Menteri Perndidikan dan Kebudayaan MNomor
21 Tahun 2016 tentang Standar Ja Pendidiken [DEsar
dan Menengah.

31. Perrauran Menterd Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2016 tentang Stendar Penilaian Pendidikan
Dasar dan Menengah;

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidhkan Xarakter
Pada Satuan Pendidikan Formal;

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan HKebudayaan Eepublik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidizar dan Kebudaysan Eepublk
‘ndonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Permendikbud  Nomer 24 Tahun 2016  tentang
Kompetensi Int dan Kompetensi Dasaz;

35 Peraturan Daerah Kabupaten Lombeok Utara Nomor 13
Tehun 2016 Tentang Sembentukan dan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembarar
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utera

MNomaor 62); :
turan Bupati L.ombok Utara Nomor 12 Tahun 2018
A v nisasi Peranghat

Tentang Kedudukan dan Susunan Orga :
Daerah Kabupaten Lombek Utara I:E'-E‘.]'JLEII Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nemor 12|

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG P:E-HETAP.H.H
[ZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM QUR'ANI 15}31:;2!;
DARUL MUSTHAFA DUSUN KENTO DARUL HTJJL;I;TEH
DESA GENGGELANG KECAMATAN GANGGA HAB
LOMBOK UTARA i A
Pemegang [zin Pendirian Pendidikan b&l_'}-;ewa_]:han_. _
18 Menyelenggarakan Proses kegiatan .p-enyme ;
pendidikan sebagaimana mestinya dengan .—nentrii
kerentuan  peraturan perundang-undangan ¥ g

nEERTAAL



berlaku;

2, Mengirim laporan berkala sesya; dengan peraturan
vang berlakuy;
3. Dalam melaksanakan layanan Proses penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan pergawasan darn
o pengendalian oleh Pemerintah;
KEDUA . Penetapan Izin  Pendirian  satuan pendidikan  ini,
ditindaklanjuti cengar,  pemberian  lzin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan,
KETIGA o lin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama
4 tahun terhitung mulai tangeal diterbitkan 1in tersebut;
KEEMPAT :

lzin  Pendiriar  dan  ljin Crperagional  Penvelenggarsan
Pendidixan dapat di rabut kembali oleh Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahrags Kabupaten Lombaok Utara apahila
dalam proses pelayanan penvelenggaraan pendidikan terdapar

penyvimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan
vang berlaky;

KELIMA . Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan i akan
diadakan perbaikan sebagaimana mesunyd,
KEENAM © Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

[ntetapkan di Gangga |
Fada tanggal, 25 Januan 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

- _%Ke;sja Dinas, f

. FAUZAN, M.Pd
"+~ *Pembina Tk I, IV/b

SO NIE, 196812311998021037
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